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PH1ERINTAI1 KABUP ATEN KUDUS 

PERATURAN DAt~RAH KABlJPATEN KUDUS 

OMOR 6 TAIIUN 2000 

TENTANG 

ORGANISASl DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA 

DENG AN RAHtv1A T TUHAN YANG MAHA ESA 
BUP A TI KUDUS, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur Organisasi dan 
T atake1ja Pemcrintah Desa ; 

b. bahwa schubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam 
Peraturan Daerah ; 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam LingkWlgan Propinsi Jawa Tengah ; 

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lem­
baran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3839 ) ; 

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Petimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat clan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 
72, Tambahan LembaranNegara Nomor 3848) ; 

4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara ; 

5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pengadaan Barang dan 
Jasa pada Instansi Pemerintah ; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom01· 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan 
Beberapa Peraturan Menteri Dalarn Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri 
clan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ; 

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1999 tentang Prosedur 
Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ; 

Keputusan ... .. 
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Mcmperhatikan 

8. Kcputusan Mcntcri Dalam Ncgcri Nomor 64 TaJmn 1999 lcntang Pc<loman 
lltnum Pengaturan Mcngcn;ii Desa : 

Keputusan Dewan Pcnv;ikilan Rakyat Dacrah Kabupaten Kudus tanggal 24 Juli 
2000 Nomor 061.1/12/2000 lcntang Pcrsclujuan Dewan Pcrwakilan Rakyat 
D.icrah Kabupc1ten Kudus alas Rancangan Peraturan Dacrah Kabupalen Kudus 
kntang Organisasi dan Tatakerja Pemcrintah Desa unluk ditetapkan mcnjadi 
Peratur:m Daerah ; 

Dengan persetujuan 
DEWAN PER\\'AKILAN R:V(YAT DAERAI-1 KABUPATEN KUDUS 

Mcnetapkan 

MEl'vfUTUSKl\N : 

PERATURAN DAER.AH KABUPATEN KUDUS TENfANG ORGANISMH 
DAN T/\TAJ(ERJA PEMERINTAH DESA. 

DAB I 

KETENTU AN UMll1v1 

Pasal l 

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud clengan : 

a. Bupati adalah Bupati Kudus ; 

b. Camat acfalah Kepala Kecamatan yang mernpakan pernngkat Daernh ; 

c. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi 
kepada Pemerintah Kabupaten dan Desa atau dari Pemerintah Kabupaten ke 
Desa untuk melaksanakan tuga<i tertentu yang clisertai pembiayaan, sarana clan 
prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan 
pelaksanaannya dan mempe11anggungjawabkannya kepada yang menugaskan : 

d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk 
mengatur clan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul 
clan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional clan 
berada di Daerah Kabupaten ; 

e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh 
Peme1intah Desa clan Badan Pe1wakilan Desa ; 

f. Peme1intah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;. 

g. Bad.an Petwakilan Desa yang selanjutnya clisebut BPD adalah badan perwakilan 
yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi 
mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa) menampung dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan pemetintahan di desa ; 

h. Dusun adalah bagian wilayah desa yang mernpakan lingkungan kerja 
pelaksanaan pemerintahan di desa. 



BAB II 

}(EDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FlJNGSI 

Di dl.:sa dibcntuk Pemcrint..1h Oesa yang merupakan salah salu unsur pcnycknggara 
Pemt\rint nh:in Desa. 

Pasal 3 

Pcmcrintah Ocsa mempw1yai tug:is pokok dan kcwajiban men_ialankan urusan 
rumah tangga dcsa henlasarkan kehijakan yang ditetapkan hcrs;ima BPD dan uru~an 
pcmc1i11taha11 umum serta mcnumlmhb n clan mengembangkan jiwa gotong royong 
m:i ~1arakat sebagai sendi utama pclak~;maan pemcrintahan dcsa di wilayahnya. 

Pasal 4 

Untuk melaksanakan tugas pokok sehagaimana di.mnkimd Pasal 3, Pemerintah Dcsa 
mempunyai fungsi : 

a. melakukan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rurnah tangga 
desa : 

b. melakukan tugas di bidang pcmedntahan, pembangunan clan pembina,1n 
kcmasyarakatan yang menjadi langgungjawabnya ; 

c. mclakukan usaha dalam rangka peningkatan pat1isipasi clan swadaya gotong 
royong masyarakat ; 

d. mclakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman clan ketertiban 
masyarakat; 

e. melalrnkan tugas lain yang clilimpahkan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi 
dan Pemerintah Kabupatcn kepada Pemerintah Desa. 

Pasal 5 

Dalam melaksanakan tugas pokok, kewenangan dan fungsi, Pemerintah Desa 
bertanggungjawab kepada masyarakat melalui BPD. 

BAB ID 

ORGANISASI 

Bagian Pertama 
Susunan Organisasi 

Pasal 6 

(1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. 

(2) Bagan ..... 

..I 
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(2) Bagan organisasi I\:mcrinlah Dcsa adalah scbagaimana lcrcantum <lalam 
Lampi.ran yang m1:rupakan hagian yang tidak tcqJis:ihkan d,1 ,i Pcraturan 
Dat:rah ini. 

(3 ) Susunan Organisasi Pc1m:1i11tah Dcsa ditclap.k:m <l(.;ng,m Pcraluran Dcsa. 

Uagian Kedua 
Kcpala Desa 

Pasal 7 

(1 ) Kcpala D sa mcmpunyai tugas clan kewajiban scbagai bcrikut : 

a. mcmimpin penyclenggaraan Pcmc1in1ah Desa ; 

b. membina kehidupan masyarabt desa ; 

c. memhi.na pcrekonomian desa dan lingkwigan h.idup ; 

cl. memelihara kclcnlraman clan kete1tiban masyarakat desa ; 

c. mcnclamaikan pcrsclisil1an masyarakat di desa ; 

f mcwakili clesanya diclalam dan cliluar Pcngadilan dan clapat mcnunjuk 
kuasa hulnmmya ; 

g. menyusWl clan mengajukan Rancangan Peraturan Desa ; 

h. rnenetapkan Peraturan Desa dengan persetujuan BPD; 

1. menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di 
desa yang bersangkutan ; 

J. melaksanakan peraturan pernn<lang-undangan yang berlaku. 

(2) Penyelenggaraan pemerintahan di desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf 
~ terrnasuk juga pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan 
Nasional clan melaporkan kepada Pemerintah melalui Bupati dengan 
tembusan Camat. 

(3) Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat 
mengikat pihak-pihak yang berselisil1 sepanjang tidak be11entangan dengan 
peraturan yang berlaku. 

Pasal 8 

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
7, Kepala Desa wajib bersikap dan be11indak adil, tidak dillktiminatif serta tidak 
mempersulit dalam membe1ikan pelayanan kepada masyarakat. 

Bagi.an ..... 

j 
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Pcrnngk:i t Dc~;i dapat tcrdiri : 

Bagian Kcliga 
J>crnngkat Uc.:s .1 

Pasal 9 

,1 . nn~ur staf, yaitu 11rn;ur pclayilnan udmioislrrn,i yang ~cla~jutnyu dixebut 
Sckrcla1i ;i t De. ;i : 

b 1111sur pd.1J,s111 ,1, yt1i lu unsur pclaksana ktnis lapangan scp<; rti Um'ian 
Kca111ana11 dan Kch.: rtiba11. Urusan Pc1iaruan, Pcngairao d,111 Lingkungan 
I-lief up d.1n l Tnisan Sosial, Keagam;ian dan Adat lsliac.l.1t; 

c unsur wilayah. _ •:ii tu unsur pcmhantu Kcpab Dcsa di wifa _y,1 h hagp n Dcsa 
yang scb.1tjulnya disebut Kcpala Dusun, yang jurnlalmya sesuai kcbutuhan 
dan k0ndisi sosial buda)'J masyarakat sclern p;i t. 

Paragrnf 1 
Sekrct:uiat Desa 

Pasal 10 

(1) Sckretarial Dcsa aclalah unsur staf yang mcmbantu Kepala Desa cla l..im 
mcnjalankan lugas dan kew~iibannya. 

(2) Sckrelarial Desa dipimpin oleh seorang Sekrelaris Dcsa. 

(3) Selm:tariat Desa terdiri dari : 

a. Sekretaris Desa ; 
b. Um<ian-urnsan. 

( 4) Urnsan-urnsan sebagimana dimaksud a:yat (3) hurnf b dapat terdi.ri dari : 

a. Umsan Pemerintahan; 
b. Urusan Pembangunan; 
c. Urnsan Keua.ngan; 
d. Urusan Kesejahteraan Ral'yat; 
e. Urusan Umum. 

(5) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b dipimpin oleh 
seorang Kepala Urusan. 

Pasal 11 

Sekretaris Desa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa di bidang 
pembinaan administrnsi clan membedkan pelayanan teknis administratif kepada 
seluruh Perangkat Desa. 

Pasal 12 ..... 

.J 



• 

• 

ti 

Pas.11 I 2 

Untuk mdaksana.kan luga.q pokok 8Cbagaimana dima.ksu<l PasaJ 11 , Sckrdaris 
Dcsa mcmpuny.ii fungsi : 

a. mclakukan koordinasi terlmlap kcgintan yang dilakubn olch Pcrangl<at 
Dcsa ; 

h. mcngmnpulkan hahan, rncngcvaluasi dala dan pcnimus,m program scrt:1 
pctunjuk untuk kcperluan pcmhiJ1aan pcnyclcnggaraan tugas umum 
pcmc1intahan dcsa pcrnh:mgunan clan pemhinaan kcmasyarakatan ; 

c. mclalmk:m pcmant;iu,111 tcrhadap penyelcnggar,1an tugas umum pcmcrin1aJ1 -
an. pcmbangunan dan pembinaan kcsejahtcraan mm,yarakat ; 

cl . mdakukan pclayanan kepada masyarabt di bidang pemcrint.1han, per -
ckonomian clan kcscjahtcrnan ; 

c. melalmkrm urn8an keuangan, perlengkapan, rnmah tangga, surat-
mcnyurat clan kearsipan se11a membcrikan pelayanan tcknis clan administratif 
kepada seluruh Perangkat Desa : 

f. menyusun program ke1ja tahunan Desa dan lapornn pemerintahan desa ; 

g. mclakukan tugas-tugas lain yang <liberikan oleh Kcpala Desa, 

Paragraf2 
Urnsan-urusan 

Pasal 13 

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas pokok : 

a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan, 
ketentraman dan ketertiban ; 

b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat ; 

c. melak'Ukan pelayanan kepada masyarakat di bidang peme.rintahan, 
ketentraman dan ketertiban ; 

d. membantu tugas-tugas dibidang pemungutan pajak, restribusi clan 
pendapatan lainnya ; 

e. membantu pelaksanaan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umwn 
(PEMILU) ; 

f membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlala1 ; 

g. membantu tugas-tugas di bidang administrasi kependudukan dan catatan 
sipil ; 

h. melakukan .. .. . 
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h. mclah11kan pcmbinaan kclcnlraman <lan kctcrliban ma.c.;yarakal ; 

L mcmb:mlu kcgiatan yang herbit.an Jcngan kcrukunan warga ; 

J. mcngwnpulkan bahan-bahan dan mcnyusun laporan dibidang 
pcmc1in1ahnn, kctcntraman clnn kctcniban ; 

k. mdak!'larrnlrnn tuQ~q-tug1.t<1 lain yang dihcrikan olch SckretmiR Desa. 

Pa'lal 14 

llrn~an Pcmbangunan mcmpunyai tugas pokok : 

a. mct,gumpulkan, mcngolah dan mengcvalua!:!i dala di bi,L1ng perckonomian, 
pcmbangunan clan lingkungan hidup ; 

b. mclal-a1kan bimbingan dibidang pcrekonomimm dalam rangka mcningkatkan 
kesejahl eraan masyarakat : 

c. mclakukan pelayanan di bidang perckonomian dan pembangunan ; 

d. mclakukan kcgiatan dalam rangka meningkatkan swaclaya clan partisipasi 
masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian clan pelaksanaan 
pcmbangunan ; 

c. membantu koordinasi pelak.<:1anaan pembangunan, menjaga clan memeW1ara 
prasarana clan sarana fisik di lingkungan Dcsa ; 

f. melaku.kan administarasi perekonomian dan pembangunan di Desa ; 

g. mengumpulkan bahan-bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomian 
dan pembangunan ; 

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang cliberikan oleh Sekreta1is Desa. 

Pasal 15 

Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok : 

a. menerima, menyimpan clan mengeluarkan uang Desa ; 

b. mengurus pembu.kuan keuangan Desa ; 

c. mengurus pertanID:,JUngjawaban atas pen&,onnaan keuangan yang telah di -
keluarkan ; 

d. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di hidang keuangan ; 

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa. 

Pasal 16 .... . 
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Pasal 16 

Utusan Kcscjahlcraan Rakyat mempunyai tugas pokok : 

:i . rncngumpulk:m, mengolah dan mcngcvaluasi cfala di bidang kcscjahlcraan 

ral-wat ; 

b. rnclakukan birnbingan di bidang kea~amaan, kesehatan, Keluarga Berencana 

dan pcmtidikan m;rnyarakat ; 

c. mclakuhn pclaya.nan kcpada masyarakat dihitlang kcscjahteraan rakyat ; 

d. mclaksanabn clan .itau mcmbantu mcngumpulkan clan menyalurkan bantuan 

tcrhadap korban bcncana ; 

e. membantu kegiatan pelaksanaan birnbingan kegiatan lembaga 

kcmilsyarakatan di Dcsil ; 

f. memhina kegiat:rn pengumpulc1n zakat~ i.nfaq dan shodaqah ; 

g. rncngumpulkan bahan <lan menyusun laporan <li bidang kesejahteraan rakyat; 

h. rnelaksan.ikan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa. 

Pasal 17 

Urusan Umum mempunyai tugas pokok : 

a. mdakukan administrasi kepegawaian Perangkat Desa ; 

b. melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris Desa ; 

c. melaksanakan urusan rumah tangga Desa ; 

d. mengatur pelaksanaan rapat-rapat dan upacara ; 

e. melalmkan urusan surat-menyurat, kearsipan dan ekspedisi ; 

f. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Pemerintah Desa ; 

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa. 

Pasal 18 

Dalarn melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 13, 14, 15, 16 
dan 17, Kepala U1usan dapat dibantu seorang atau lebih staf Kepala U1usan 
sesuai kebutuhan, beban ke1ja dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat 
dengan tetap memperh.atikan kemampuan Desa. 

Paragraf 3 ..... 
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Paragraf 3 
Um.11r Pclakc;ana 

PasaJ 19 

Unsur pelaksana dapat tcrcliri dari : 

a. llrusan Keamnnan dan Ketertiban, dipimpin oleh seorang pelaksana teknis 
lap:mgan yang discbut Kebayan ; 

h. Umsan Pcrtanian, Pcngair:m dan Lingkungan I Iidup, dipi.mpin okh scorang 
pelaksana tck,us lapangan yang disebut L.1du : 

c. Unisan Sosial, Keagamaan dan Adat Jstiada~ dipimpin oleh scorang 
pclaksan.1 tcknis lapang.111 yang discbut Modin. 

Pasal 20 

Uru~an Keamanan dnn Ketertiban mempunyai tugas pokok mcmb.1ntl1 Kepala 
Desa dibidang keamanan dan ketertiban di lapangan. 

Pasal 21 

Urusan Pertanian, Pengairan dan Lingkungan Hidup mempuny.1i tugas pokok 
membantu Kepala Desa di bidang pertanian, pengairan clan lingkungan hidup di 
lapangan. 

Pasal 22 

llrusan Sosial, Kcagamaan dan Adat Istiaclat mempunyai tugas pokok mcmbantu 
Kepala Desa di bidang sosial, keagamaan dan adat istiadat di lapangan. 

Pasal 23 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di.maksud Pasal 20, 21 clan 22, 
pimpinan Urnsan pelaksana teknis lapangan dapat dibantu seorang atau lebih staf 
Urusan pelaksana teknis lapangan sesuai kebutuhan, beban kerja dan kondisi 
sosial budaya masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan kemampuan 
Desa. 

Paragraf 4 
Dusun 

Pasal 24 

(1) Dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. 

(2) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas pokok 
membantu tugas dan kewajiban operasional Kepala Desa di wilayah ke1:janya 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

(3) Dalam .... 

J 
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(3) Dalam mclaksanakan lugas pokok sebagai.mana dimaksud ayat _(2), Kcpala 
Dusun dapat clibanlu seorang atau lchih staf Kcpala D1t~un sesua1 kcbutuhan, 
bcban kcrja <lan kondisi Rosia! budaya masyarakal Reh:mpal dcngan tctap 

rncmpcrhatikan kcm;impuan Desa. 

( 4) Jumlah iabatan Kcpala Dtl~\m discsuaikan dengan kchutuhan., beban k_crja 
dan ko~disi sosial budaya masyarakat sctcmpat dcngan tctap mcmperhatikan 
kemampu:m Dcsa d:m kelentuan peraturan perundnng-undnng,m yang 

bcrla.ku. 

Pasal 25 

llntuk menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksucl dafam ay.:it (2) Pasal 24, 

Kcpala Dusun mempunyai fungsi : 

a. melaksanakan kegiatan pcmcrintahan, pembangunan dan kemasyarakat..m 
serta pcmbinaan kctcntramnn dan kctcrtiban di wilayah kerjanya; 

h. melaksanakan Pcrnturnn Desa di wilayah kerjany.t; 

c. mclaksmakan Kepulusan Desa di wilayah kerjanya. 

BAB IV 

TATAKERJA 

Pasal 26 

Dalarn menyelenggarakan tugasnya Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala 
Dusun, Kepala Urnsan dan Pelak.~ana teknis lapangan menerapkan pnnstp 
koordinasi dan sinkronisasi atas segala kegiatan pemerintahan di desa . 

Pasal 27 

(1) Dalam menjalankan tugas clan kewajibannya Sekretaris Desa., Kepala 
Dusun clan Unsur Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala Desa. 

(2) Dalammenjalankan tugas dan kewajibannya Kepala Urnsan bertanggung 
jawab kepacla Sekretaris Desa. 

Pasal 28 

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala De-sa betian&,o-ung jawab kepada 
rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pdaksanaan 
tugasnya kepada Bupati clengan tembusan kepacla Camat. 

(2) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa 
sebagaimana dimaksud ayat (1) , clisampaik.m sekurang-kurangnya sekali 
dalam 1 (salu) tahun pada setiap akhir tahun anggaran. 

Pasal 29 ..... 
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Pasal 29 

(]) Pet1anggungjawaban KcpJb Dcsa yang ditolak olch DPD rcnnasuk 
pcrtanggungiawahau 1-:cuangan. hams dikngkapi .-.1a11 tliscrnpurnakan <lru~ 
dalam jangb \v,1k tu paling Jama 30 (r iga puluh) h;11i disampaik,,n k<.:mh.ih 
kcpada BPD. 

(2) Dalam ha! pcrtanggungjawab,:m .Kcpal:l Dcsa yang tclah dilcngk:ipi atau 
cfo1emp11makan ditolak 11nfl1k kcdua kalinya, BPD clap.it mcngusulkan 
pernb rhentian k:cpala Dc.·a kepacla f3u pati. 

(3) Pcmbcrhcntian Kcp,1lJ Dcsa sch;igaimana dimaksud ayat (2) ditctJpkan 
dcngan :Kcputusan Bupati . 

P,1c;al 30 

Penofokan pc11anggungjawaban scbagaimana dimaksud Pas.-.! 29, re~jacfi apabiJa : 

a. tidak melaksanakan scbagian bcsar kcbtjakan yang telah ditet.apkan ; 

b. program-program yang direncanakan tidak berjafan karena te1jacli 
penyimpangan yang tidak dapat clipt:rtanggungjawabkan : 

c. tidak tcrselcnggaranya roda pemerint:ahan dan pelaksanaan pcmbangunan 
dcngan baik, akibat tidak cfektifnya kcpemimpinan Kcpala Dcsa ; 

cl. nyat.1-nyata tclah menyalahgunakan kewenangan yang merugikan masyarakat. 
dan desa : 

e. terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundnng-undangan 
yang berlaku. 

Pasal 31 

( 1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan herakh.irnya 
masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum 
berakhimya masa jabatan. 

(2). Dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan 
Kepala Desa menyampaikan pertangungjawaban akhir masa jabatan kepada 
BPD. 

BAB Y 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 32 

~ rganisasi clan r_ata ke1ja Peme1intahan Desa yang telah ada masih dap:it 
digunakan sebaga1 dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 
Peraturan Desa yang mengatur tentang Orvnisasi dan tata kerja Pemerintah 
Desa be1um ditetapkan. 

Pasal 33 .. ... 
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Tcrhadap Kcpala Urn~an Kcscjahtcraan Rakyat yang sel.ama ini mclaksa.nabn 
tuga.c, dan fun g~i mo<lin dnpal mernngknp _jah.ntan, dengan penghasilan <lari Halah 
s;itu jabatan. 

BAB VI 

KETENTU/\N PENUTUP 

Pasal 34 

Dcngan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pcraturan Daerah K~bu~atcn 
Oacrah Tingkat II Kudus Nomor 3 Tahun 1981 lentang Susunan Orgamsas1 tlan 
Tata Kerja Pcmcrintah Desa dan Perangkal Dcsa clan pcral-uran pclaksanaannya 
dinyatakan tidak berlaku . 

Pasal 35 

Hal-hat yang bclum diatur dalam Pcraturan Dacrah ini, scpanjnng mengenai 
pelaksanaannya akan diatur lcbil1 lanjut. oleh Bupati. 

Pasal 35 

Pcraturan Daerah ini mulai berlah.'U pa<la tanggal diunclangkan. 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, mt:merintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Kudus . 

·, 
Diundangkan di Kudus 
pada tanggal 24 Juli 2000 

....... -~--~ ---- - ../ 

' 
SF)(REJ--A:R:I · KABUP ATEN KUDUS 

I • . ~~ 2 0 ) 

"-.....:·:. _ _;::. -:./ 
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LAi\fPIR.AN : PERATURAN DAERAH .KADUP A TEN KUDUS NOMOR 
6 TAI-IUN 2000 TENTANG ORGANISASI DAN TATA -

F-:ERJA PErvffiRINT AH DESA 

BAGAN ORGANISASI PEMERINT J\11 DESA 

j ~ -~ OADAN 
~ A oEsA~ J -------------L-PE_R_wA.KJ_ L_A_N_DE_s_A__, 

I 
I 
I 
I 
I 

: 
I 

--------------- ------- -~ 

~---- -- ---- -- -- --- SEKRETARIS DESA 
I 
I 

I 
I 

!/ I 

I 

UNSUR PELAK.SANA 
,-.. 

I KEP ALA URUSAN 

I 
T I 
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I. 

PENJEL\SJ\ r 

/\TJ\S 

PFI AHJRA DAFRA.Il K Hl_TP,-\T , 1 KllDU~ 

N lMOl G T I-n IN 2000 

OR NlSAS l DA N TATA.KER.TA PEMERINTM-I IJl '.SA 

PENJEL SAN l.JRIUM 

Dcngan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 19~9 tcntang 
Peml!rintahan Dacrah, yang ditmdakl:mjut i dcngan Kcputu.qan Mcnlcri Dalam Negen Nomor 64 
T.1hun 1999 tent:mg Pcdoman Umum Pcngaluran Mengcnai Dcsa, Pemerintah Dacrah (lalam 
ra.ngka pembinaan dan pengawasan pcla.ksanaan kegialan pcmerintahan di Desa perlu menyuSun 
Peraturan Dacrah tcntang Pcdorn.in Organisasi dan Tatakcrja Pcmcrintah Dcsa, untuk 
meningkatkan pcran Pcm rintah Dcsa dalam pclaksanaan pcmcrintahan, pcmbangunan, cum 
kemas_ arakatan khusu.snya cL1lam pernberi:m pelayanan kepada masyarakat. 
Peraturan Daerah tersebut merupaka11 pedoman dalam penyusunan Peraturan Dcsa tentang 
Organisasi chm Tatake~ia Pemerintah Desa yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi sosial 
bud.:Jya masyarakat Desa setempat dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan desa. 

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peratman Daerah K.abupatcn 
Daeral1 Tingkat II Kudus Nomor 3 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatake~ia 
Pernerintah Desa dan Perangkat Desa clan aturan pelaksanannya perlu dicabut. 

IT. PENJELASA1 r PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 s.d Pasal 6 : Culmp jelas . 
ayat (2) 

Pasal 6 ayat (3) 

Pasal 7 s.d Pasal 10 
ayat (3) 

Pasal 10 ayat (4) 

Susunan organisasi scbagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah 
gambaran jumlah jabatan dalam suatu organisasi ya~g dituangkan 
dalam bentuk bagan organisasi yang antara jabatan yang satu dengan 
yang lain dihubungkan dengan garis komando dan atau oaris 
koordina-;i. 

0 

Cu.Imp jelas 

Umsan-umsan sebagaimana dimaksud ayat ini merupakan urnsan­
urusan yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam 
penyusunan organisasinya , apabila desa tidak mampu melaksanakan 
semua ~an tersebut, minimal dapat menyelenggarakan 3 (tiga) 
urusan ya1tu urusan pemerintahan, urusan pembangunan clan urusan 
keuangan. Sedangkan urusan kesejahteraan rakyat dapat digabungkan 
dengan urusan pembangunan dan urusan umum dapat digabungkan 
dengan urusan keuangan. 

Pasal 10 ..... 
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pasal 10 ayat (5) s.d 
Pasal 12 huruf f 

Pasal 13 s.d Pa.11nl 17 

Pasal 18 

Pasa\ 19 huruf a 

Pa.~al 19 hurnf b s.d 
Pasal 23 

Pasal 24 ayat (1) 

P:u al 24 ayat (2) .d 
Pasal 35 

2 

Tugas-lugas lain scbagaiman:i dimaksud hurnf g Pasal I 2, humf k 
Pasal 13, huntf k Pasal I 4, huruf h Pasal 15, huruf g P;isa l 17 adal.ih 
tugas-tugas yang tidak tercantum sccara limilalif cl:\lam urai~m iugas 
pokok, baik y;mg diberikan secara lesan maupu11 tcrtulis. 
"ontoh : mcnghadiri rnpill atas pcrintah atasan langsung. 

Cukup jel:i!'l 

Penycbutan Kcpab Unisan sebagaimana <limaksucl pasal ini adalah 
csuai deng;m nomcnklatur j;ibalan scbagnimana diatur d;tlam 

pcraturnn penmdaug-undangan, jadi wa laup11n seor;111g kcpa l,1 urnsan 
tidak mcmpunyai staf, di a tclap di scbut scbagai kcpala uiusan. Hal 
ini mcnunjukkan bah wa orang tcrsebut telah dib ·ri wcwcnang dJn 
1nnggun jnwah pcnuh untuk mcla ksannl-an 11nisan rcrsehut. 

Kcbayan ~ebagaimana dimaksud ayat ini adalah melaksanakan 
urusan kcam:inan dan kctcrtiban di lap;ingan yang dahulu ditangani 
okh corang pclcngan . 

Cukup jeiaf: 

Kcpa la Dwmn scbag.1imann dimaksu<l ayat ini adalah sama dcngan 
scbutan kami lu wo yang pernah di kcnal di desa-desa di Kabupaten 
1':udus. 

Cukupjelas 

TAJvIBAHAl I LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ~UDUS NOMOR 5 
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